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Cegah Penipuan Jemaah Umrah Berulang

DPR Minta Evaluast Selurun PPIY

Senayan meminta Kementerian Haji dan Umrah
(Kemehaj) melakukan langkah tegas mencegah
terjadinya kasus penipuan jemaah umrah. Salah satunya,
melakukan verifikasi ulang seluruh Penyelenggara
Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

ANGCOTA Komisi VIII DPR
Aprozi Alam mengatakan, verifi-
kst ulang itu sebagan upaya meny-
perketat pengawasan terhadap
biro perjalanan umrah, “Apabila
lidak sesuai aturan dan hetentuan
ying ada, mika harus dibckukan.
Ini untuk menckan {ravel nakal,”
legas Aprozi di Jakerta, Kamis
(6/2026).

Sebelumnya, sebanyak 128
orang melaporkan PT Khazanah
Tamma Internasional atau Ha-
nania Group ke Polda Metro Jaya
pada pada Kamis (28/5/2026).
Alasannya, mereka tidak diberang-
Katkan untuk menjalankan ibadsh
urnrah sesuai jadwal vang telah

dijanjiken. Dalam laporan tersebul,
fotal kerugian yang dilaporkan
meniapai Rp 12,143 miliar
Menurul Aprozi, pengawasin
yang lebih ketat terhadap PPIU
menjadi kebutuhan mendesak
vang harus dilakukan. Cara ini
penting dilkukan untuk membe-
rikan perlindungan yang lebih bak
bt masyarakat vang akan menu-
natkanibadahthaf maupum umrzh.
Selzin evaluzsi, Aproa juga
meminta aparal pencgak hukum
unluk mengupayakan pemulihan
Kerugian yang dialami para kor-
b, Caranya bisa dengan menjual
asel-asel travel agar uang hasil
penjuglen bisa dikembalikan ke

Korban, “Jadi jangan henya fous
pada penctapan tersangka, Lapi
juea fokus ke pengembalian vang
Korbian,” desek polihus Golkarini

D meminta Kemenha menyu-
sun regulasi yang lebih kompre-
hensif melatui Kepuusan Menteri
(Kepmen) sebagai-dasar hukum
dalan pengelolaan dan pengawasan
usab travel hagichan umeah, Termye
Sk mengakomodir skema layanan
umrah secara mandin agar pelak-
sangzn badah berjalan tertih dan
miberikn kepuastan bokum bagd
Sefuruf pihik. “Bagi ravel yang
nakal harus kngsung dibekokan,”
legas pofitkus asal Lampung ind.

Aproziberharap, ketiga langkah
lersebut dapat mengembalikan
Kepercayaan masyarakal terhadap
layanan perjalanan haji dan umrah
di Indonesia. *Juga mencegah
munculnya prakiik-praktk vang
mierugikan calon jemash (i masa
depan,” harap dia.

Anggota Komisi VI DPR
An'im Falachuddin menambahlan,
Kasus Hartania Travel bisa menjadi
momentum bagt DPR untuk men-
dorong pengawasan techadap selu-
bkt PPIUL. Uniuk itg, Pemerintzh
diminta melakukan audit berkala
(erhadip Sondist kevangan, tata
Kelola perusahazn, dan kemampuan
penyelengzara dalam memcnubi
Kewaiban kepada jemaah,

An'im menila, lemahnya pe-
ngawasan dapat membuka celah
lerjadinnya kasus serupa di masa
mendatany. "Hngan sampal ma-
syarakal kembali menjadi korban
akibat lemahnya pengawasan ler-
hacap PPIU," tegasnya di Jakrts,
Kamis {(4/672026).

An'im mengalakan, perhndung-
an (erhadap jemagh b dan umrah
telah diatur dalam Undang-Undag
Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pe-
nyelenggaraan Haji dan Umrah,
Dl aturen ity jemagh memiliki

hk atas perlindungan keamanan,
kenyamanan, keselamatan perja-
lanan, akomodasi, hingga pertindu-
nganterhadap herugin yang mbul
aldbt pelanggaran derf PPIU
Menurutnya, dampak kasus
Hamania Travel ok heanya dira-
sakan oleh calon jemaah, Sejum-
lah pembimbing ibadah, lenaga
operasional, agen daerah, dan
milra herja g lelab merberikan
liryaman kepada perusahaan ter-
sebut juga berpotensi mengalami
kerugian akibat hak-hak mereka
ying belum dibayar. “Negars hiars
mengawal agar hak-hak mereka
dikembalikan sesuei ketentuan yang
berlakn,” tegas politikus PKB ini
Oleh karena dt, At m meminta
Kemenhaj den aparat kepolisian
aktil mendampingf korban selama
proses pentyelamatan aset maupun
pengerbalian dana berlingsung,
Terlehuh, jumlah kerugtan men-
capi lebih dari Rp 12 mifar w e
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